
Mengiogat 

a. hahwa untuk melaksanakan Jretenl:llan Pasal 7 
Peraturan Bupat:i Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekn.is Daerah 
pada Dinas dan Badan di Lingkunga.o. Pemerintah 
Kabupaten Cirebon, mak:a pertu mengatur Orwroisasi 
Fungsi, Togas Pokok dan Ta.ta Kerja pada Utl:it 
Pelaksaoa Teknis Daerah Pad.a Dioas Lingkungan 
HidIIpKabupatcn Cirebon; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada, hum! a. :maka. Organisasi Elm~. 
Tu~ dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tdcnis Oaerah 
Pada Din.as Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, 
perlu ditetapkan dengao Penrturan Bupati. 

1. Undatlg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggwig Jawab 
Keuaogao Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 66, Tambaban 
1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nom.or 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran. Negara Republik 
lndonesia Tabun 2·01._4 Nomor 6, Tambah.an Lembaran 
Negara Republik. Jndonesia Nomor 5494); 

3. Uodang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fi'Dtang 
Pemerintabao Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahnn. 2014 Nomor 244, Tarnbaban 

.Menimbang 

OENOAN RAHMAT nJliAN YANG MAHA ESA 

BUPArl CIRBBOK, 

PERATURAN BUPATJ CIREBON 
NO.MOR: 44Tahun 2018 

TENTANG 

ORGA108AS[, l'UIGSI, flJGAS POKOK DAB TATA B'.BR,JA 
UNI[ PBLAK8AllA rmrs DABRAB PADA 

DlllAS UllGKDIIGAll BJDUP 
KABUPATBII CIR&IIP>I 

BClllOR « TAll11ll ~018~ SERI D. 12 

BERITA DAERAII KABUPATEII CIREBOII 

- 

• 

• 

• • 



• 

Lembaran Negara Rep,ublik Indonesia Nornor 5587), 
·sebagwmana ~elah beberapakali diubah, terakhir 
dengan 'Undang-Undang Nomor 9 Tahurt 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Newu:a. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Nomor 48lp.O); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah N0m0r 71 'Pahun 20·10 tentang 
Standar Akuntansi Pemerinta:han (Lembaran Negara 
Republik Ihdenesia T,ahun 2010 Notnor 1.23, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165)~. 

7. Peraturan Pemerintah Norn.or 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat I>a:erati [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2016 Nemer i 14,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i'2 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klastfikasi ... .,. . 
Ca.bang D.inas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Serita Negara Republik Indofiesia Tahun 20.17 
Nomor 451); 

9·. Peraturan Daerah Kabupateri Cirebon Nornor 12 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perarigkat Daerah Kabupaten Cirebon [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Cireben Tahun 2016 Nomor 16, 
Seri D. 7); 

10, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Ta.hun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Daerah. 
Kabupaten Cirebon (Serita Daerah Kabupaten Cifebon 
Tahun 2'016 Nomor 61, Seri D. lQJ; 

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 201-6 
tentarrg Fungsi, Togas Pokok clan 'Tata Kerja pada 
Dinas Lingkungan Hidup (Serita Daerah H'abupaten 
Cirebon Talitin .2(:)16 Nornor 74, Seri, ,D. 23); 

• 

' ' 



Dalam Pcraturan Bupati ini, yang_ dimaksud dengan: 
Daerah adalab KabupatenCirebon; 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon; 
Bupati adalah Bupati Cirebon; 
Dinas adalah Dinas Lingkungan Hid up 
Kabupacen Cirebon yang selanjutnya disingkat 
DLH; 
Kepala Dinas ad.alah Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Cirebon; 
Unit Pelaksana Te.knis Daerah selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon; 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah 
yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah 
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Cirebon; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan 
Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPfD 
Labkesling adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabuparon Cirebon; 

9. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah yang selanjutnya 
disebut Kepala UJYI'D adalah Kepala UPTD Pengelolaan 

1. 
2. 
3. 
4. 

• 5. 

6. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

HIDUP LINGKUNGAN TEKNIS PADA DINAS 
KABUPATEN CIREBON • 
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, 
TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Bupati Cirebon Nornor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada D.inas dan Sadan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor U, Seri D.1), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Oirebon 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tabun 2018 
'I'entang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pernerintah 
Kabupaten Cirebon (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2). 



lll Setiap jabatan struktural pada UPTD Dl.H mempunyai 
tu-gas· urnum. 

(2) Togas umum jabatan struktural dalam lingkup UPl'D 
DLH sebagairnana dimaksud padaaya.t (1), meliputi: 
a niernimpio dan . laigiat:an; 
b. merencaoakao kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun standar teknis dan standar operasional 

prosedur; 
d. mengoordinaslkan kegiatan dengan unit kerja lain; 
e. .memberi petunjuk, rnendistribusikan tugas kepada 

pegawai; 
f. mengevaluasi dan menganaliais kegiatan dan 

program sebagai bahan perencanaan dan 
pengendalian; 

g. mengawasi dan mengendaJikan pelaksanaan, 
penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan 
kinerja pegawai; 

h., membina, menilai dan mengevaJuasi tugas dan 
kinerja pegawai: 

j_ memberikan saran, masukan dan bahaa 
pertimbangan kepada pimpinan; dan 

J. melaporkan kegiatan lcepada pimpinan. 

• 

Pasal 2 

BABll 
TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL 

Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Cirebon; 

10. Kepala UPTD Laboratorium Kesebatan Lingkungan yang 
selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD 
Labkesling pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Oirebon; 

11. Kepala Subbagian Tata U saha yang selanj utnya 
disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian 
Tata Usaha pada UPTD Dinas Lingkungan J-lidup 
Kabupaten Cirebon; 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
Iungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterarnpilan tertentu; 

13. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya 
disingkat TPAS adalab tempat untuk .rnemproses dan 
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan. • 

' 



(2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah adalah pimpinan 
UPTD Pengolahan Sampah yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas rnelalui Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala UPTD Pengelolaan Satnpah mempunyai tugas 
pokok rnelaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan 
dan Pertamanan. 

• 

BAB III 
SUSUNAN ORG,ANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri 
dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan 
Lingkungan, terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabacan Fungsional. 

(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana 
climak:sud pada ayat (1) dan ayat (2) tercanturn dalam 
Lampiran I dan Lampiran 11 yang merupakan bagiatl 
tida.k terpisahkan dari Peraturan Bupati.ini. 

Bagian Kedua 
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Pengelolaa~ Sampah 

Paragraf Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal 4 

(1) Kepala UPTD.mempunya:i fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja UPTO 

Pengelolaan Sampah; 
b. pelaksanaan kegiatan pengolahan sarnpah di TP.AS; 
c. pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan. dan 

birrrbingan. serta bantuan tekn.is pengolaban sampah 
kepada masyarakat; 

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah 
tangga; 

e. pelaksanaan, pernantauan, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan UPTO Pengolahan Sampah; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

• 

, 



• 

Paragrai Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dokumentasi; 
b. pelaksanaanurusan kepegawaian; 
c, pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pe!aksanaan urusan perlengkapan dan rumah 

tangga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang. diberikan oleh kepa1a 

UF'TD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Su~bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha (unsur stal) yang melaksanakan 
tugas cii bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

(3) Kepala Subbagia:n ·Tata Usaha rnempunyai tugas pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga. 

Bagian Ketiga 
Fungs,, Tu~s Pokok dan Uraian Tugas UPTD 

Laboratorlum Ke.sehatan Lingkungan 
Para$r-af Kesatu 

KepalaUPTD 

Pas-al 6 

(1) Kepala UPTD mem_punyai fungsi: 
a. pelaksanaan pererrcanaan dan program UP'I'b; 
b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan 

pengembangan pelayanan laboratorium lingkungan di 
wilayah kerja; 

c. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu 
udar.a, air dan tanah; 

d, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
UPTD. Laboratoriurn Kesehatan Lingkungan: dan 

e, pelaksanaan evaluasi. dan pelaporan kegiatan l):PTD. 
Laboratorium Liagkungan, 

(2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan 
adalah pimpinan UPTD Laboratorium Kesehatan 
Lingkungan yang bertanggurig jawab kepada Kepala 
Dinas rnelalui Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala, UPTD Ui'.b9ratorium Kesehatan Lingkungan. 
mempunyai tugas pokok memirnpin, mengoordinasikan 
dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTO­ 
Laberatoriurn Kesehat:an Lingkungan dt bidang 
pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan, 

• 

. ' • 



BABV 
TATAKERJA 

Pasal 10 

(1) Da1am melaksanakan tugasnya Kepala UPT.0, Kepala 
Subbagian Tata Os-aha dan Pejabae Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal 'baik dalam 
lingkungan .masing-masing rnaupun antara satuan 
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing, 

Kelompek Jabatan Fungsional rnempunyai tugas .. . . . . . ' 
melaksanakan sebagian tugas- clan fungsi Dinas Lingkungan 
Hidup sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal9 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8_, terdiri dari. pegawai yang memangku 
jabatan fungsional sesuar kelompok jabatan fungsional 
masing-masingt 

(2) -Jenis- jabatan Iungsional dan jumlah pejabat fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai 
kebutuhan dart beban kerja. 

• 

Pa~a:graf Kedua 
Subbagian Tata 'Qsaha 

Pas&} 7 

(1) S,ubbagjan Tata J;]saha rnernpunyei fungei : 
a. pelaksanaan urusan surat .menyura\ kearsipan dan 

-dokumentasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c, pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pela,ksanaan. urusan perlerrgkapan dan rumah 

tangga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh k-epaia 

UPTD sesuai den~an tugas clan fungsinya. 
(2) Subbagian Tata. Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subpagian Tata Usaha (unsur stat) yang melaksanakan 
tugas di bawah dan . bertanggung jawab kepada Kepala 
UP'I'D . 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tug-as _pokok 
.melakukan 'urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
sura:t rnenyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan ruma:h tangga. 

BABIV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

• 

• j 



[I] Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usu! Sekretaris Daerah setelah mernenuhi syarat 
administrasi. dan kualifikasi berdasarkan ketentuan 
perafuran perundang-undangan. 

(2) K_epala UPTD bertanggung ja}VAb dalam pelaksanaan 
pernbinaan kepegawaian di lingkup UPTD. 

Pasal 14 

BAB IX 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 13 

(1) Dalam ha! Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD 
dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha. 

{2) Dalam hal Kepala Subbagian. Tata Usaha berhalangan, 
Kepala UPTD dapat-menunjuk Pejabat Fungsional atau 
unsur pelalesana sesuai keahlian yang dimiliki. 

• 
BAB VIII 

HAL MEWAKILl 

dan cara 
ketentuan 

(2) Pengaturan mengenai laporan 
penyampaiannya berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan 
tugasnya seeara berkala kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas. 

BABVll 
PELA.PO RAN • 

Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Sampah dan UPTD 
Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi Keoamatan 

-se-Kabupaten Cirebon . 

Pasal 11 

BAB VI 
WILAYAH KERJA 

(2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha 
ber.kewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan 
mengawasi pekerjaan Pelaksana/Bawahan yang berada 
dalam lingkungannya. 

(3) Pejabat Fungsional pada UPI'D, secara teknis 
admihistratif bertanggung jawab k.epada Kepala Dinas 
dan secara teknis operasional berada dibawah 
koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTo. 



Oiundangkan di Sumber 
pada tanggal Hi .tl;Us.ti; a 201d 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREB0Nf 

< '% ·7· 
RAHMAT SUTRJSNO 

BERlTA UA.ERAH KABUPATElll CIREBON TAHUN 2018 NO.MOR 44 , SERI ».12 

SUNJAY:A PURWADf$ASTRA 

Ditetapkan di Surnber 
-p'ada tanggal J 3 Agustus 2018 

BUPATl CIREBO.N, 

ttd 

Peraturan, Bupati ini mulai berlaku pada tan~gal 
diundangkan. 
Agar setiap, orang mengetal:iuinya, .memerintahkan 
pengundangarr Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Pasal lq 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 
1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun, 2099 tentang 

Organisasi, Togas,. Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 
dan 

2. Peraturan. Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2009 Teiitang 
Organisasi, Togas, Fungsi clan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada 
Dinas Kesehatan. 

dioabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa.i 17 

Pernbiayaan bersurnber dari. Ariggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah clan sumber dana Jain yang sa:h. 

BAB XI 
KETENTUAN PE:NUTUP 

BABX, 
PEMBIAYAAN 

Pasa115 

, 

• 

• 



RAHMAT SOTRIS~1 • 
SERITA DAERAH KABUPATEN CJRESON TAHUN 2018 NO MOR « , SERI ll. 12 

Diundangkan di Sumber 
pada ta.nggal 1' Agu•tus 2J1B 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

SUNJAYA PURWAPISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
padatanggal 13 Agustus 2018 

BUPATr CIREBON, 

Peratnran Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturarr Bupatiini dengan penernpatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Dengan berlakunya Peraruran Bupati ini, maka : 
l. Peraturan Bupati Cireboo Nomor 31 Tahun 2009 tenrang 

Organisasi, Togas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 
dan 

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tabun 2009 Tentang 
Otganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada 
Dinas Kesehatan. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 17 

PasaJ 16 

Pembiayaan bersumber dar:i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah. 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

BABX 
PEMBIAYAAN 

Pas.ti 15 

, . 

• 

• 



Diunilangkan di Sumqer 
pada tanggal 16 Al!Ustus .201d 

SEKJ;IBTARIS DAERAH KABUPATEN CTREBONt 
c;: -,.., f 

RAHMAT SUTRIS) • 

SERITA DAERAH KABUPATEN: CIREBON TAHUN 201.8· NO MOR 44 , SERI D, 12 

SU-NJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan.di Sumber 
pada tanggal, 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

XEPALA OPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 

LAMPIRAN 1 : PE~<f PRAN BUPATJ ClREB0N 
NOMOR : 44Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018" 

' 

• 

• 



Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, •suatull 2010 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CTREB0N 

< ~ 
RAHMAT SUTRIS~J • 

SERITA DAERAH KABUPATEN CTREBON TAHUN 2018 NOMOR 44 , SERI D, 12 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
.pada t.anggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CfREBON, 

KEPAl.A UPJ'D 

SUB BA GIAN 
TATAUSAHA 

KELOMPO:K JABA'l'AN 
FONGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGELOLAAN SAMPAR 

LAMPIRAN T: PERATURAN )3UPATI CIRE80N 
NOMOR : 44 Tahun 2018 
TANGOAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 

• 



Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, Acustun 2,l1:8 

SEKRETARIS ~AERAH ~::ATEN CIREBON 1 

RAHMAT SUTRIJo • 

BERITA DAERA.1:1 KABUPATEN CIREBO:N TAHUN 2018 NOMOR « , SERI n, 12 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

tt.cl 

Ditetapkan di Sumber 
pada canggal 13 Agustus 2018 

BUPATf CIREBON, 

KEPA.LA UPTD 

SUBBAOIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN 

LAMPlRAN n. Pl!:RATORAN BUPATI CIREBON 
)'(OMOR : 44 'l'ahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 

• • 



:HMAT SUTRIS1 • 

SERITA DAER.AH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR 44 , SERI D. 12 

- 
Diundangkan di $umber 
pada tanggaJ ,, •cu. tua 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CTREBON 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Surnber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

ttd 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISA$1 
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN 

LAMPIRAN IT: PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 44 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 
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